
YOGYA(KR) - Perempuan

merupakan simbol kekuatan

intelektual sekaligus penjaga

keseimbangan kehidupan.

Oleh karenanya kepemimpin-

an perempuan masa kini,

bukan hanya tentang eksisten-

si di ruang publik, tetapi ten-

tang kemampuan meng-

hadirkan empati, kolaborasi,

dan keberpihakan terhadap

keadilan sosial. Untuk itu ke-

pemimpinan perempuan

harus menunjukkan wajah

masa depan yang berakar pa-

da empati dan kesadaran akan

pentingnya harmoni sosial.

"Peringatan Hari Kartini se-

kaligus menjadi seruan untuk

mengubah paradigma lama, di

mana perempuan sering kali

diposisikan hanya sebagai ob-

jek pembangunan. Kini, saat-

nya menjadikan perempuan

sebagai subjek utama peruba-

han, baik dalam kebijakan,

pembangunan, maupun

pengambilan keputusan pu-

blik," kata Wakil Gubernur

DIY Sri Paku Alam X pada

Puncak Peringatan Hari

Kartini Tahun 2025 di DIY di

Bangsal Kepatihan, Rabu

(23/4) yang dimeriahkan per-

tunjukan Tari Kawung dan

angklung.

Paku Alam X menekankan

pentingnya keberimbangan

peran perempuan di era mo-

dern melalui tema besar

'Pradnya Larasati: Keberim-

bangan Peran Perempuan di

Era Modern'. Dimana Pradnya

berarti kecerdasan dan penge-

tahuan yang visioner. Larasati

adalah harmoni yang disertai

kesadaran dan kesetiaan pada

nilai luhur.

Hal senada diungkapkan

Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, dan Pengendalian

Penduduk (DP3AP2) DIY,

Erlina Hidayati Sumardi.

Menurutnya, semangat

Kartini tidak boleh berhenti

pada aspek sejarah semata.

Sebaaliknya harus terus dis-

uarakan dalam bentuk

konkret, salah satunya dengan

memperkuat literasi perem-

puan. "Literasi itu penting.

Kalau perempuan banyak

membaca dan memahami per-

soalan dari informasi yang ada,

maka mereka bisa ikut men-

cari solusi. Tidak hanya untuk

dirinya, tapi juga untuk

lingkungannya," terang.

Erlina mengungkapkan,

Kartini masa kini harus memi-

liki karakter kuat, tangguh, se-

mangat, bijaksana, dan punya

keberanian mengambil peran

dalam berbagai lini. Baik

dalam keluarga, masyarakat,

karier, maupun organisasi. 
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Pada pekan sebelumnya ter-

dapat 16 entitas baik secara in-

dividu maupun kelompok yang

antre bertemu Hasto. Sedang-

kan kemarin bertambah men-

jadi 20 entitas. Sebagian besar

permasalahan yang diu-

tarakan berkaitan dengan pu-

blik, namun tidak sedikit pula

yang menyangkut pribadi.

Beberapa permasalahan priba-

di yang mendominasi berkaitan

dengan beban pajak baik Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB),

Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) serta

pajak restoran. "Saya berharap

untuk permasalahan personal

seperti pajak, bisa langsung ke

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD).

Bagi yang keberatan, silakan

ajukan permohonan ke sana.

Nanti akan ada tim yang

menghitung kemudian disam-

paikan ke saya. Saya juga su-

dah pesan ke BPKAD untuk

memproses setiap permohon-

an," ungkap Hasto.

Kendati demikian dirinya su-

dah memberikan atensi khusus

mengenai besaran pajak yang

memberatkan masyarakat.

Terutama PBB yang beberapa

tahun ini mengalami kenaikan

seiring Nilai Jual Obyek Pajak

(NJOP) yang turut meningkat.

Hanya, diskresi mengenai be-

saran pajak secara umum juga

tidak bisa diputuskan segera

lantaran berkaitan regulasi

yang sudah disahkan sebelum-

nya.

Hasto juga mengapresiasi

minat masyarakat yang tinggi

terhadap kebijakan open house.

Dari kegiatan itu dirinya mene-

mukan banyak persoalan di

wilayah yang bahkan luput

dari pengawasan aparat. Salah

satunya yang diutarakan

Ketua Forum Komunikasi

Pemuda dan Pemudi

Mergangsan, Krisna Triwanto.

Ditemani dua rekannya,

Krisna merasa resah atas

maraknya penggunaan 'pil

sapi' yang masuk kategori

narkoba. Ia mendeteksi salah

satu dokter di Yogya yang mu-

dah mengeluarkan resep terse-

but untuk menebusnya di

apotek. Bahkan setelah dibeli

menggunakan resep, pil terse-

but lantas diperjualbelikan.

Krisna pun berharap Pemkot

ikut melakukan pengawasan

agar generasi muda tersela-

matkan.

Selain penyalahgunaan nar-

koba, Krisna juga mengutara-

kan pembangunan di bantaran

Kali Code di wilayahnya. Sebe-

lumnya masyarakat di ban-

taran merelakan tempat ting-

gal untuk kepentingan pena-

taan dengan konsep M3K atau

Mundur Munggah Madhep

Kali. Akan tetapi ada usaha se-

jenis kafe yang justru bangu-

nannya menjorok ke sungai.

Termasuk juga semakin ma-

raknya usaha di Jalan Taman-

siswa hingga menjadikan tro-

toar sebagai tempat parkir.

Persoalan di wilayah juga tu-

rut diutarakan salah satu war-

ga di Kemantren Jetis. Ma-

salah itu menyangkut kelom-

pok Gandeng Gendong kuliner

yang justru setiap pesanan ti-

dak disampaikan ke anggota

kelompok. Sebaliknya, ketua

kelompok yang memegang

akun membelanjakan sendiri

setiap jamuan ke pasar, bukan

diproduksi oleh anggota kelom-

pok. Padahal semangat

Gandeng Gendong kuliner

ialah peningkatan kesejahter-

aan anggota kelompok.

Persoalan lainnya juga diu-

tarakan oleh Ketua Gabungan

Pelaksana Kontruksi Nasional

Indonesia (Gapensi) Kota Yogya

Aji Karnanto. Aji yang datang

bersama unsur pengurus lain-

nya menyayangkan para pela-

ku lokal yang kurang diako-

modir oleh kotanya sendiri.

Banyak kegiatan lelang yang

justru dimenangkan oleh pela-

ku dari luar daerah.

Atas berbagai persoalan

tersebut, Hasto memastikan

akan menindaklanjuti seluruh

aduan. Terutama berkaitan

layanan publik yang masih

menjadi persoalan di wilayah.

"Semua masukan sudah kami

catat. Termasuk yang Gapensi

itu coba nanti kita perjelas lagi

dengan instansi terkait. Begitu

juga yang masalah Gandeng

Gendong tadi maupun narko-

ba. Itu semua masukan berhar-

ga bagi kami agar rekan-rekan

mampu melakukan pengawas-

an lebih optimal. Justru saya

berterima kasih jika ada yang

memberi masukan terkait la-

yanan publik," urainya. (Dhi)-f
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Diminati, Open House Solusi Sampaikan Permasalahan
YOGYA(KR) - Open house yang digelar seti-

ap Rabu pagi di Balaikota Yogya semakin dimi-
nati. Ajang untuk bertemu secara langsung de-
ngan Walikota Yogya Hasto Wardoyo tersebut
menjadi solusi dalam mengutarakan setiap
permasalahan yang dialami warga.

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali meraih opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) RI. Setidaknya ini menjadi tahun ke-15 bagi Pemda DIY

dalam meraih WTP. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA)

2024 tersebut diserahkan oleh BPK Negara V kepada Ketua

DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di

DPRD DIY, Rabu (23/4).

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI,

Widhi Widayat menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD DIY,

Nuryadi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Pencapaian ini menandai keberhasilan DIY dalam memperta-

hankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut. Ini menun-

jukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjaga

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan," ujar

Widhi dalam sambutannya.

Meskipun kembali meraih predikat tertinggi, BPK RI tetap

menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklan-

juti. Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti belanja hibah serta

penyaluran dana bergulir melalui BUKP (Badan Usaha Kredit

Produktif) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Widhi menegaskan, pemerintah daerah perlu segera

mengambil langkah korektif guna menindaklanjuti rekomen-

dasi yang telah diberikan BPK. Ini demi terciptanya pengelolaan

keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. "Kami

mendorong Pemda DIY untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut dengan cepat. Rekomendasi BPK bukan sekadar

catatan administratif, melainkan bagian dari upaya perbaikan

berkelanjutan," tambahnya.

Penyerahan LHP DIY menjadi yang pertama kali dilakukan

BPK RI terhadap LKPD pemerintah provinsi di tahun 2025. Ini

menjadikannya sebagai indikator kesiapan dan kinerja pengelo-

laan keuangan DIY yang unggul dibanding daerah lain.

BPK RI juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan se-

makin kompleks, terutama terkait dengan implementasi

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penye-

suaian alokasi transfer ke daerah. Pemerintah daerah, bersama

DPRD, dituntut lebih cermat, selektif, dan efisien dalam

menyusun dan menyalurkan anggaran publik.                    (Awh)-f

Perempuan Penjaga Keseimbangan Kehidupan

Pemda DIY Raih WTP ke-15 Kali

KR-Istimewa
Penyerahan WTP dari BPK RI kepada DPRD DIY dan

Pemda DIY.

PENGURUS BARU FKPT DIY DILANTIK

Pencegahan Terorisme Libatkan Masyarakat
YOGYA (KR) - Pengurus

baru Forum Koordinasi Pen-

cegahan Terorisme (FKPT)

DIY periode 2025-2027 resmi

dilantik, Rabu (23/4). Ketua

baru FKPT DIY Dewo Isnu

Broto Imam Santoso SH di-

dampingi Sekretaris Lilik Andi

Aryanto SIP MM dan Benda-

hara Fahmy Akbar Idries SE

MM.  

Kepengurusan ini dileng-

kapi sejumlah kepala bidang

(kabid) yakni Kabid Agama,

Sosial dan Budaya Fatma

Amilia SAg MSi, Kabid Media,

Humas dan Hukum M

Sobirin, Kabid Pemuda dan

Pendidikan Djuli Sugiarto

SSos MP, Kabid Pember-

dayaan Perempuan dan Anak

Ni'mah Afifah SAg MPd dan

Kabid Pengkajian dan

Penelitian Prof Dr Zuly Qodir.

Selain itu, terdapat tiga staf,

yakni Staf Keuangan Monica

Irene Donatirin SIP MPA, Staf

Administrasi Refa'at Amany

Amri SPsi dan Staf IT Dyah

Woromukti SFil.

Pelantikan yang berlang-

sung di Hotel Vasaka di Ja-

karta itu dilakukan bersa-

maan dengan Rapat Kerja

Nasional (Rakernas) Badan

Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) dan FKPT

seluruh Indonesia. Pelantikan

dipimpin Kepala BNPT

Komjen Pol Eddy Hartono

SIK MH.

Rakernas tahun ini men-

gusung tema 'Ikhlas Merajut

Damai, Menggapai Indonesia

Emas', sebagai refleksi komit-

men seluruh unsur FKPT

dalam menguatkan sinergi

pencegahan terorisme berbasis

pelibatan masyarakat di selu-

ruh penjuru Tanah Air dan wu-

jud semangat kolaborasi selu-

ruh elemen bangsa dalam

menjaga keutuhan NKRI dari

ancaman radikalisme dan

terorisme, yang terus berkem-

bang secara global, regional,

maupun lokal.
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KR- Istimewa
Isnu Broto (no 2 dari kiri) bersama Ketua FKPT

provinsi lain mengikuti pelantikan  pengurus baru

periode 2025-2027 oleh Kepala BNPT  RI.

KR-Ardhi Wahdan
Jajaran pengurus Gapensi Kota Yogya menemui Walikota

Yogya dalam ajang open house kemarin.

KR-Riyana Ekawati 
GKBRAA Paku Alam X saat bermain Angklung bersama para

tamu undangan dalam Puncak Peringatan Hari Kartini. 


